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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditetapkan Program 

Pembangunan Nasional sebagai arah dan tujuan pembangunan yaitu berusaha 

mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur melalui pembangunan di berbagai 

bidang. Salah satunya pembangunan di bidang ekonomi yakni pada sektor-sektor 

pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, pertambangan, industri, jasa-jasa dan 

sebagainya. Adapun pelaksanaan pembangunan di Indonesia, membutuhkan modal 

dalam jumlah yang cukup besar dimana modal tersebut akan digunakan sesuai 

dengan program-program yang telah dicanangkan oleh Pemerintah.

Seperti yang diketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang memiliki 

potensi sumber daya alam yang cukup besar. Namun kendalanya, ketersediaan modal 

yang cukup untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidak didukung oleh 

akumulasi modal yang efektif dan efisien, tingkat tabungan masyarakat yang tinggi, 

keterampilan yang memadai serta teknologi yang canggih.1 Sehubungan dengan itu, 

Pemerintah perlu memaksimalkan modal melalui peningkatan investasi atau 

kerjasama dengan modal asing sebagaimana yang diatur dalam TAP MPRS No. 

XXIII/ MPRS/ 1966 tentang Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan 

Pembangunan, khususnya ketentuan dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa:

Perhatikan: Amiruddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2004 hlm 
2.
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"Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensial 

njadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, 

penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan 

berorganisasi dan manajemen."

Pembangunan ekonomi ini harus didasarkan kepada kemampuan rakyat

Indonesia sendiri, dengan memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill

yang tersedia dari luar negeri yang digunakan untuk kepentingan ekonomi rakyat

tanpa menimbulkan ketergantungan terhadap luar negeri. Hal ini sesuai dengan

ketentuan Pasal 33 UUD 1945 yang dirumuskan sebagai berikut:

L “ Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 
kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh negara.

2. Bumi dan air dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan 
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”.

Dengan demikian, motif terpenting dari negara-negara yang sedang berkembang

untuk meningkatkan keijasama dengan modal asing adalah keinginan untuk

memperkuat perekonomian nasional. Seperti di negara-negara berkembang lainnya,

Pemerintah Indonesia mengharapkan dengan adanya investasi asing dapat

mewujudkan potensi ekonomi yang ada seperti kekayaan alam dan melimpahnya

tenaga kerja menjadi kekuatan ekonomi nyata; melalui Penanaman Modal Asing

(PMA) diharapkan perekonomian dapat berkembang sekaligus dengan pengalihan

teknologi, perluasan pengetahuan, peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga-

me

2 tC;S T‘ Christine ST- Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia Bagian /, Pradnya Paramita
Jakarta, 2005, hlm. 390
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tenaga nasional. Hal tersebut termasuk peranan dari PMA yang secara rinci dapat 

diuraikan antara lain sebagai berikut:

a. Menambah pendapatan devisa negara melalui penanaman modal di bidang 
produksi ekspor.

b. Di sektor industri, penanaman modal asing dapat mengurangi kebutuhan devisa 
untuk impor.

c. Menambah pendapatan negara berupa pajak-pajak dan royalty daripada 
perusahaan-perusahaan asing tersebut.

d. Menambah kesempatan kerja, membuka lapangan keija baru.
e. Meningkatkan skill khususnya bagi tenaga kerja yang bekerja pada atau 

mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan asing tersebut.
f. Memberi pengaruh modernisasi dengan melalui perusahaan-perusahaan asing 

yang besar dan modem.
g. Khusus di sektor industri, menambah arus barang, sehingga dapat menambah 

elastisitas penawaran karena bertambahnya produksi industri antara perusahaan 
asing tersebut.

h. Mendatangkan keuntungan bagi mereka yang berhubungan dengan modal asing 
tersebut (yaitu orang yang bekeija pada perusahaan itu, seperti pejabat 
pemerintah, supplier bahan mentah dan sebagainya).

i. Keinginan dapat diintegrasikan dalam rencana pembangunan nasional.3

Melihat perlunya peranan investor asing dalam meningkatkan laju pertumbuhan 

ekonomi di Indonesia, maka Pemerintah menetapkan kebijakan yang penting yakni 

Undang-undang No. 1 Tahun 1967. Undang-undang ini merupakan landasan hukum 

bagi kegiatan Penanaman Modal Asing di Indonesia, dimana dalam peraturan 

tersebut terdapat jaminan dan fasilitas-fasilitas yang dapat diberikan dan dinikmati 

oleh para penanam modal asing, di samping berbagai kewajiban yang juga harus 

dilaksanakan.

Sejak Undang-undang Penanaman Modal Asing tersebut diumumkan, kegiatan 

PMA di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Berdasarkan 

data dari BKPM, sampai akhir tahun 2006, jumlah PMA di Indonesia meliputi lebih

3 Sumantoro, Kerjasama Patungan Dengan Modal Asing, Alumni, Bandung, 1984, hlm. 67-68
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dari 1.300 proyek dengan nilai investasi lebih dari US $ 13.000 juta.4 Hal ini 

merupakan akibat dari berbagai kebijakan Pemerintah di bidang PMA, yang 

memberikan kemudahan dan fasilitas tertentu kepada penanam modal asing untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, didukung oleh faktor-faktor dalam 

negeri yaitu dengan tersedianya sumber daya alam yang berlimpah dan sumber daya 

manusia dengan upah yang kompetitif. Namun, keunggulan-keunggulan yang 

diberikan oleh Indonesia untuk menarik minat investor asing dalam menanamkan 

modalnya di Indonesia, tidak akan berarti tanpa didukung oleh peraturan di bidang 

perizinan penanaman modal.

Selama ini, prosedur untuk mengurus perizinan atas kegiatan penanaman modal 

yang dilakukan di daerah dirasakan oleh investor asing cukup rumit. Masalah yang

sering menjadi keluhan bagi investor asing yaitu mengenai lambannya proses

penyelesaian aplikasi penanaman modal. Hal ini disebabkan karena para investor

asing seringkah dibebani urusan birokrasi yang berbelit-belit sehingga membutuhkan 

waktu cukup lama serta biaya tambahan yang cukup besar. Masalah ini terutama 

timbul setelah berlakunya kebijakan otonomi daerah, dimana pemerintah daerah, baik 

di tingkat provinsi, kabupaten dan kota diberikan kewenangan dalam bidang 

pelayanan administrasi penanaman modal.

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah, pengurusan izin usaha bagi para investor 

dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) dan Pemerintah Provinsi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal

4 Data Laporan Bulanan yang dikeluarkan BKPM, periode i Januari s.d. 31 Oktober 2006.
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Daerah (BKPMD). Namun setelah diimplementasikannya otonomi daerah, terdapat 

tumpang tindih antara kegiatan BKPMD provinsi serta instansi daerah yang 

menangani investasi atau penanaman modal.

Untuk mengakomodasi keinginan penanam modal asing mengenai kejelasan 

prosedur penyelenggaraan pelayanan PMA, maka Pemerintah menetapkan Keppres 

No. 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka 

Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem 

Pelayanan Satu Atap. Sistem pelayanan satu atap ini merupakan sistem pelayanan 

pemberian persetujuan dan perizinan pelaksanaan penanaman modal yang 

dilaksanakan melalui koordinasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal 

(BKPM) dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan/atau 

instansi Pemerintah terkait. Kebijakan ini diambil Pemerintah untuk meningkatkan 

efektifitas dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Asing. Sehingga 

penyelenggaraan pelayanan PMA dapat dilakukan secara efisien melalui mekanisme 

dan prosedur yang transparan dan akuntabel.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut di wilayah Provinsi Sumatera 

Selatan, maka harus ada koordinasi antara BKPM dengan Pemerintah 

Kabupaten/Kota serta instansi yang membina bidang usaha penanaman modal. 

Sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan yang berlaku.

Kenyataan tersebut telah mendorong penulis untuk menjadikan masalah 

penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing sebagai bahan penulisan
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skripsi. Oleh sebab itu disusunlah skripsi ini dengan mengambil judul: “Pelaksanaan 

Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan Penanaman Modal Asing di Provinsi 

Sumatera Selatan”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan

permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan Penanaman

Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan?

2. Bagaimanakah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan

pelayanan Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan Penanaman 

Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Untuk mengetahui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan 

pelayanan Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan masukan atau sumbangan pemikiran tentang perlunya
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diadakan peraturan perundang-undangan yang khusus dan jelas mengatur tentang 

Penanaman Modal Asing, sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi 

semua pihak yang bergerak di bidang Penanaman Modal.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam bidang 

Modal Asing khususnya dalam pelaksanaan kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal Asing.

Penanaman

E. Ruang Lingkup

Masalah yang menjadi objek kajian dalam tulisan ini terbatas pada kebijakan 

penyelenggaraan pelayanan Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Selatan. 

Adapun yang dimaksud dengan Penanaman Modal Asing adalah sebagaimana diatur 

menurut ketentuan Undang-undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang-undang No. 11

Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis kualitatif dengan 

pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang 

diperoleh dari lapangan dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan 

melalui wawancara kepada pejabat terkait yang ditentukan secara purposive 

sampling di lingkungan Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah dan
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Penanaman Modal Provinsi Sumatera Selatan dengan tujuan untuk memperoleh 

informasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer atau empiris, yaitu data yang diperoleh dari penelitian langsung 

di lapangan melalui wawancara dengan pihak Dinas Koperasi, Pengusaha 

Kecil dan Menengah dan Penanaman Modal di Provinsi Sumatera Selatan.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau dokumen 

yang meliputi peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur hukum 

yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Adapun jenis data 

sekunder yang digunakan terdiri dari :

1. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang 

terdiri dari peraturan perundang-undangan.

2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang 

digunakan dalam penulisan skripsi ini berupa, Rancangan Undang- 

Undang, literatur-literatur hukum, karya ilmiah dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris dan sebagainya.
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3. Alat Pengumpulan Data

Di dalam penelitian pada umumnya dikenal 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data 

yaitu studi dokumen, pengamatan (observasi) dan wawancara (interview).s Dalam 

penelitian ini, alat pengumpulan data yang dipergunakan mencakup studi 

kepustakaan (studi dokumen) dan wawancara (interview) dilakukan dengan tujuan

untuk mendapatkan data (informasi) mengenai permasalahan penelitian. Wawancara

dilakukan secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun dalam

suatu daftar pertanyaan yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Analisis Data

Pada penelitian ini, semua data yang diperoleh dari lapangan maupun 

kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang terkumpul 

diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara sistematis untuk 

memberikan gambaran yang jelas atas permasalahan sehingga dapat diperoleh 

kepastian dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul-Press,Jakarta, 1986, hlm.21
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